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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini secara berturut-turut diuraikan tentang : (A) Latar Belakang 

Masalah, (B) Batasan dan Rumusan Masalah, (C) Tujuan Penelitian, (D) Manfaat 

Penelitian, (E) Anggapan Dasar, (F) Hipotesis Penelitian, (G) Metode Penelitian, dan 

(H) Lokasi dan Responden Penelitian 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan di Indonesia dewasa ini pemikiran-pemikiran baru 

yang kritis dalam melakukan inovasi pendidikan  sangatlah diperlukan. Selama ini 

pendidikan menjadi bagian alat politik, hal tersebut ditunjukan dengan sistem politik 

sentralistik yang mengikis kemandirian sekolah dalam meningkatkan mutu untuk 

memenuhi harapan masyarakat. Sekolah menjadi kurang berdaya saat harus 

dihadapkan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena 

manajemen dan kepemimpinan sekolah yang kurang kuat harus senantiasa berupaya 

menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Akibat dari hal tersebut maka upaya 

pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 menjadi terhambat. Semua itu menuntut adanya perubahan 

struktur yang mendasar dalam pengelolaan pendidikan di negara kita. 

Pada era reformasi ini telah terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam 

segala aspek kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali pendidikan. Perubahan tatanan 
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manajemen kenegaraan telah berganti dari yang terfokus pada pusat kini beralih 

menjadi terfokus pada tingkat daerah. Perubahan itu ditandai dengan diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (sekarang direvisi menjadi UU No 32 Tahun 

2004) mengenai Pemerintahan Daerah. Efek dari diberlakukannya Undang-undang 

otonomi daerah tersebut dalam pendidikan ditandai dengan diberlakukannya Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru dan bersifat desentralistik yaitu 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menggantikan UUSPN yang lama yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. 

Dampak yang dihasilkan dari diberlakukannya Undang-undang tersebut 

membawa setiap satuan pendidikan atau sekolah ke dalam manajemen pendidikan 

yang memiliki semangat otonomi yaitu otonomi sekolah. Otoritas yang diberikan 

kepada sekolah akan mempermudah sekolah untuk mengadaptasi semua tuntutan 

perubahan yang harus dipenuhi oleh sekolah sehingga pendidikan di negara kita terus 

berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik lagi. 

Sekolah sebagai salah satu pelaksana pendidikan memiliki peran yang sangat 

penting dalam pengelolaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya sekolah dihadapkan 

kepada tanggung jawab yang besar yaitu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Amanat yang diemban sekolah atau satuan pendidikan lainnya sebagaimana 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 9 ayat 1 adalah : 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 
sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” 
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Jika dijabarkan maka  tanggung jawab yang diamanahkan kepada sekolah dan 

satuan pendidikan lainnya adalah menciptakan sumber daya manusia yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional tersebut.  

Pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi pendidikan di bawah payung 

hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (sekarang direvisi Menjadi UU No 

32 tahun 2004) mengenai Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menuntut para 

manajer atau kepala sekolah untuk tidak sekedar berfikir pelaksanaan tujuan 

pendidikan nasional saja namun menuntut mereka untuk mengadopsi konsep 

manajemen mutu terpadu bagi peningkatan mutu di institusi yang dipimpinnya dan 

menjadikan mutu sebagai salah satu kekuatannya.  

Pemberlakuan otoritas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan akan 

memberikan peluang yang besar kepada tiap sekolah untuk berinovasi meningkatkan 

mutu sekolahnya. Syafaruddin (2002 : 26) memaparkan bahwa :  

“Manajemen mutu pendidikan yang telah mampu menjamin kepuasan 
harapan pelanggan (pelajar dan orang tua) serta stakeholder maka dukungan 
masyarakan akan semakin tinggi. Sedeangkan kegagalan-kegagalan dalam 
mutu produk jasa pendidikan akan mempercepat erosi kepercayaan 
masyarakat.”  
 

Dalam pelaksanaannya, walaupun sekolah memiliki otoritas cukup besar 

bukan berarti pemerintah membebaskan sekolah untuk melakukan apapun tanpa 

kendali. Pemerintah masih memiliki peranan yang cukup besar dalam 
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penyelenggaraan pendidikan. Fungsi pemerintah sebagai penanggung jawab utama 

pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan otoritas sekolah menyelenggarakan 

pendidikan adalah melakukan penjaminan mutu satuan pendidikan dan melaksanakan 

penilaian mutu satuan pendidikan.  

Berdasarkan data, mutu pendidikan khususnya pendidikan menengah masih 

belum memuaskan. Hasil ujian nasional sebagai salah satu indikator mutu pendidikan 

di negara kita menunjukan bahwa nilai rata-rata UN SMP tingkat nasional 2006 

mencapai 6, 28. Namun masih ada berkisar 4703 unit sekolah atau 21, 47 % SMP 

yang pencapaian ujiannya di bawah 5,5 (www.diknaskaltim.com). Hal tersebut belum 

termasuk perhitungan nominal komponen-komponen yang lain.  

Menyadari pentingnya penilaian mutu satuan pendidikan dalam upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk menjaga atau menjamin mutu pendidikan yang 

diselenggarakan oleh sekolah maka pemerintah memberlakukan akreditasi kepada 

setiap satuan pendidikan, yang pelaksanaannya tertuang dalam sebuah Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional yaitu SK Mendiknas Nomor 087/ U/ 2002 mengenai 

Pedoman Akreditasi Sekolah, yang merunut kepada Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 60 sebagai berikut : 

1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan 
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal untuk setiap 
jenis dan jenjang pendidikan. 

2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh 
pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk 
akuntabilitas publik. 

3) Akreditasi dilakukan secara terbuka. 
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Akreditasi dalam Pasal 1 ayat 22 UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 

didefinisikan sebagai berikut : “Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan 

program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.”  

Chamber English Dictionary sebagaimana dikutip oleh Djam’an Satori (1999) 

menyatakan akreditasi dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai to certify as meeting 

official requirements. Dalam definisi tersebut jelas bahwa pada akhirnya proses 

akreditasi terhadap sekolah akan menghasilkan suatu pengakuan. Hal ini berarti 

sekolah yang telah terakreditasi akan mendapatkan pengakuan berdasarkan 

perbandingan atas apa yang diselenggarakan oleh sekolah dengan apa yang telah 

distandarkan, demi menjaga mutu. 

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

penilaian terhadap mutu satuan pendidikan untuk mendapatkan pengakuan 

berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Pengakuan atas mutu satuan 

pendidikan tersebut diberikan oleh lembaga yang berhak yaitu Badan Akreditasi 

Sekolah Nasional sebagaimana dijelaskan dalam SK Mendiknas Nomor 087/ U/ 2002 

mengenai Pedoman Akreditasi Sekolah. 

Dengan akreditasi sekolah ini maka sekolah akan mengetahui mutu dari 

sekolahnya, kelebihan dan kekurangan sekolah tersebut, sehingga sekolah akan 

semakin terpacu meningkatkan mutu sekolah dan memperbaiki kekurangan 

sekolahnya. Selain itu, pemberlakuan kebijakan akreditasi sekolah pada dasarnya 

dilakukan untuk melindungi para pengguna layanan pendidikan dari praktek 

pendidikan yang tidak terjamin mutunya. 
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Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional kita, yaitu UU 

Nomor 20 Tahun 2003, tidak terdapat perbedaan antara sekolah negeri dengan 

sekolah swasta. Tidak dibedakannya sekolah negeri dengan sekolah swasta 

menyebabkan tidak diberlakukannya status akreditasi “terdaftar”, “diakui”, dan 

“disamakan” pada sekolah swasta. Status akreditasi yang diberlakukan pada sekolah 

negeri maupun swasta yaitu dengan memberikan predikat akreditasi C – A. Berikut 

ini merupakan data rekapitulasi hasil akreditasi sekolah se – Kota Bandung pada 

tahun 2006 yang diterbitkan tahun 2007. 

Table 1.1 
Data Rekapitulasi Hasil Akreditasi Sekolah di Kota Bandung  

Jawa Barat 2007 
 

Tingkat 
Pendidikan 

Akreditasi  
A 

Akreditasi  
B 

Akreditasi  
C Jumlah 

SD 137 150 3 290 

SMP 83 32 1 116 

SMA 73 68 3 144 

SMK 12 38 0 50 

Jumlah 305 288 7 600 

Sumber : Sie Data dan Informasi Dinas Pendidikan Kota Bandung 2007 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Sekolah Menengah 

Pertama yang terakreditasi tahun 2006 dan tahun penerbitan hasil akreditasi sekolah 

tahun 2007 didapat sebanyak 116 SMP yang telah diakreditasi. Untuk pelaksanaan 

akreditasi tahun 2007 yang diterbitkan tahun 2008 belum dapat diketahui secara 

lengkap. 
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Sebagai satuan pendidikan yang termasuk dalam jenjang pendidikan dasar, 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan basis jenjang pendidikan berikutnya 

yaitu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Peningkatan mutu pada jenjang 

pendidikan dasar yang dilaksanakan di Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, 

Sekolah Menengah Pertama, dan/ atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sangat 

penting untuk beranjak kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menjaga dan 

meningkatkan mutu pada jenjang pendidikan awal merupakan bagian penting 

peningkatan mutu pendidikan secara makro. 

 Berdasarkan alasan tersebut peneliti merasa tertarik dan berniat meneliti 

mengenai Pengaruh Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu 

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota 

Bandung. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

1. Batasan masalah 

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, sedangkan 

penelitian harus dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua variabel yang 

mempengaruhi dan dipengaruhi akan diteliti. Untuk itu maka penelitian memberi 

batasan. Dengan demikian judul penelitian ini secara khusus berisi sejumlah variabel 

yang akan diteliti, namun sesuai dengan batasan masalah. 
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Adapun batasan variabel yang akan diteliti, sesuai dengan judul penelitiannya, 

maka variabel yang dimaksud adalah Akreditasi Sekolah dan Peningkatan Mutu 

Pendidikan. 

Selain itu peneliti membatasi variabel Akreditasi Sekolah dititik beratkan 

kepada hasil akreditasi sekolah pada sekolah-sekolah yang telah diakreditasi.   

2. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian merupakan suatu usaha merumuskan 

pokok dan batas permasalahan yang dijadikan fokus dalam penelitian. Rumusan 

masalah ini diperlukan guna pembahasan yang mengarah pada pemecahan masalah 

yang diinginkan. 

Mohammad Ali (1987:36) berpendapat bahwa “rumusan masalah pada 

hakekatnya merupakan generalisasi deskripsi ruang lingkup masalah penelitian dalam 

pembatasan dimensi dan variabel yang tercakup di dalamnya”. Dengan demikian 

rumusan masalah dapat membatasi, menspesifikasi, dan memperjelas masalah yang 

diteliti. 

Sedangkan menurut Tuckman (1988 : 25) yang dikutip oleh Sugiyono (2000 : 

36) yang menyatakan bahwa “rumusan masalah yang baik adalah yang menanyakan 

hubungan antara dua variabel atau lebih (menurut penulis tidak harus), dinyatakan 

dalam bentuk kalimat tanya atau alternatif yang secara implisit mengandung 

pertanyaan”. 
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Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a) Bagaimana gambaran hasil akreditasi sekolah pada Sekolah Menengah Pertama 

di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung? 

b) Bagaimana gambaran peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung? 

c) Bagaimana pengaruh akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 

pengaruh akreditasi sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama di Kota Bandung terutama pada aspek mutu PBM, mutu lulusan, 

mutu sumber daya manusia, mutu fasilitas belajar, serta citra sekolah. 

2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil akreditasi sekolah pada 

Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

b. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai peningkatan mutu pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

c. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh akreditasi sekolah 

terhadap peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan 
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Dinas Pendidikan Kota Bandung, baik secara keseluruhan maupun pada setiap 

kelompok akreditasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, melalui penelitian ini 

dapat memperoleh banyak manfaat, antara lain : 

1. Bagi peneliti  

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis khususnya dalam hal evaluasi dan pengelolaan pendidikan. 

2. Bagi lembaga 

Penelitian ini bagi lembaga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan secara 

berkesinambungan, dan sebagai bahan evaluasi diri. 

3. Bagi Jurusan Administrasi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam  penerapan serta 

pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Pendidikan, khususnya dalam kajian 

bidang studi Pengelolaan Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan. 

 

E. Anggapan Dasar 

Menurut Winarno Surakhmad (1980:30) mengemukakan bahwa “Anggapan 

dasar atau postulat adalah suatu titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima 

oleh penyelidik”.   
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Sedangkan anggapan dasar menurut Suharsimi Arikunto (1989 : 59) adalah : 

“Anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti 
yang harus dirumuskan secara jelas yang berfaedah untuk memperkuat 
permasalahan dan membantu peneliti dalam memperjelas dan menetapkan 
objek penelitian, wilayah pengambilan data, instrument pengumpul data”. 
 

Dengan demikian, anggapan dasar merupakan titik awal pemikiran dalam 

mengembangkan pemikiran tentang permasalahan yang akan diteliti, yang 

mengarahkan penyelesaian permasalahan dalam memberikan sejumlah asumsi kuat 

mengenai kedudukan permasalahan. 

Bertitik tolak dari pengertian di atas maka yang menjadi anggapan dasar 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan pendidikan di setiap program atau satuan pendidikan perlu 

untuk dinilai sebagai gambaran kondisi yang sebenarnya.  

2. Pengguna jasa pendidikan (stakeholder, konsumen, customer) perlu dilindungi 

dari sekolah-sekolah yang tidak bermutu atau tidak dijamin mutunya. 

3. Sekolah- sekolah yang dianggap bermutu akan lebih dipercaya dan diminati oleh 

masyarakat. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Paradigma penelitian menurut Sugiyono (2005:43) diartikan “… sebagai pola 

pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus 

mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui 
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penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah 

hipotesis, dan teknis analisis statistik yang akan digunakan”. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka secara sistematis hubungan kedua 

variabel antara variabel bebas yang kemudian disebut dengan variabel X (akreditasi 

sekolah) dengan variabel tergantung (peningkatan mutu pendidikan) yang kemudian 

disebut variabel Y, dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1. 1 
Hipotesis Penelitian 

 
 

 

 

 

 : Pengaruh Akreditasi Sekolah terhadap Peningkatan Mutu 

Pendidikan. 

  

 Berdasarkan dengan pernyataan Sugiyono dan gambar 1.1 diatas maka 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Akreditasi Sekolah memberikan Pengaruh yang 

singifikan terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di 

Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

 

G. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau pun teknik yang dipergunakan 

sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data serta menganalisanya agar diperoleh 

VARIABEL X 
(AKREDITASI 

SEKOLAH) 

VARIABEL Y 
(PENINGKATAN 

MUTU PENDIDIKAN) 
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suatu kesimpulan guna mencapai tujuan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Sugiyono (2003: 1) bahwa : “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang, sebagaimana 

dikemukakan Winarno Surakhmad (1994:139) bahwa : “Penelitian deskriptif tertuju 

pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang”. 

Alasan penggunaan metode deskriptif adalah : 

a. Data dapat terkumpul dengan cepat, waktu yang digunakan relatif singkat 

mengingat penelitian ini terbatas masalah dana, waktu, dan tenaga; 

b. Dalam proses pengolahan, data lebih mudah untuk diolah. Hal ini dikarenakan 

data yang terkumpul bersifat homogen; 

c. Dalam pengisian data, peneliti tidak perlu menghadiri pengisian oleh responden. 

Penelitian ini memaparkan tentang pengaruh akreditasi sekolah terhadap 

peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. 

 

H. Lokasi dan Responden Penelitian 

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian adalah Sekolah Menengah 

Pertama Negeri atau Swasta yang ada di Kota Bandung. Sedangkan yang menjadi 

responden dalam penelitian yaitu Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri atau 

Swasta yang ada di Kota Bandung. Berdasarkan perhitungan menggunakan teknik 



14 
 

 

Non Proportional Satisfied Random Sampling dengan data akreditasi Sekolah 

Menengah Pertama terbitan tahun 2007 maka jumlah kepala sekolah yang menjadi 

responden sebanyak 54 orang, terdiri dari 38 kepala sekolah yang sekolahnya 

terakreditasi A, 15 kapala sekolah yang sekolahnya terakreditasi B, dan 1 kepala 

sekolah yang sekolahnya terakreditasi C. 


